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BAB IV 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bojonegoro dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran 

kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL), dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro berperan dalam penegakan 

hukum terhadap pelanggaran kendaraan Over Dimension Over Loading 

(ODOL) melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan 

melalui sosialisasi kepada pemilik kendaraan dan pengemudi mengenai 

batas muatan serta standar dimensi kendaraan sesuai Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta 

melalui pengawasan pada pelaksanaan uji KIR. Sementara itu, upaya 

represif dilakukan melalui operasi gabungan dengan kepolisian untuk 

menindak kendaraan yang terbukti melanggar dengan menerapkan sanksi 

sesuai Pasal 307 UU LLAJ. 

2. Upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran kendaraan Over 

Dimension Over Loading (ODOL) oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bojonegoro masih menghadapi beberapa hambatan. Dari aspek hukum, 

keterbatasan kewenangan PPNS dan anggaran penyidikan menyebabkan 

penanganan pelanggaran over dimension belum optimal dan penindakan 
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lebih banyak dilakukan terhadap pelanggaran over loading berdasarkan 

Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Dari aspek sarana, keterbatasan alat timbang portabel dan 

tenaga operasional menyebabkan pengawasan dan penindakan di lapangan 

belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara maksimal. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka 

penelitian ini dapat memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa 

pihak, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro 

Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan 

penindakan pelanggaran kendaraan Over Dimension Over Loading 

(ODOL) melalui penguatan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya 

kepolisian dan pemerintah pusat. Selain itu, perlu adanya peningkatan 

sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan kapasitas SDM yang 

kompeten, agar pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran ODOL 

dapat dilakukan secara lebih optimal. 

2. Kepada pemilik kendaraan angkutan barang  

Pemilik kendaraan angkutan barang diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait batas maksimal 

muatan dan standar dimensi kendaraan. Kepatuhan tersebut penting untuk 
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menjaga keselamatan lalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, serta 

menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan. 
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